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PENJELASAN 

ATAS 
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NOMOR  11  TAHUN  2021 

TENTANG 

BADAN USAHA MILIK DESA 
  

I.   UMUM 

            Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah 

menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum yang didirikan 

oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, 

memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, 

menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

            Dengan status sebagai badan hukum, peran BUM Desa/BUM Desa 

bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, 

produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, 

penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa/BUM 

Desa bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa. Oleh 

karena itu, di masa mendatang BUM Desa/BUM Desa bersama diyakini 

menjadi pengungkit kemandirian Desa. 

            Peraturan Pemerintah ini sebagai landasan hukum bagi pembentukan 

dan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagai badan hukum 

yang pengaturannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip korporasi pada 

umumnya, namun tetap menempatkan semangat kekeluargaan dan 

kegotongroyongan sebagai pilar utama dalam pengelolaan BUM Desa/BUM 

Desa bersama. Untuk itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur secara 

rinci perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama yang terdiri atas 

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana 

operasional, pengawas, wewenang dan tugas masing-masing perangkat 
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Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, tata kerja dan tata hubungan 

antar perangkat Organisasi BUM Desa/BUM Desa bersama, serta 

ketentuan untuk memastikan perangkat organisasi BUM Desa/BUM Desa 

bersama dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional, 

efisien dan efektif, serta akuntabel. 

            Semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan diwujudkan secara 

nyata dengan menempatkan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa 

sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa/BUM 

Desa bersama dan ditegaskan bahwa keputusan Musyawarah 

Desa/Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk 

mencapai mufakat. Kebijakan ini selaras dengan amanat Undang-Undang 

Desa yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum musyawarah 

antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur 

masyarakat untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat 

strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan demikian 

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menjadi wujud nyata 

demokrasi deliberatif dalam perekonomian Desa, dan karenanya 

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan 

utama BUM Desa/BUM Desa bersama bukan hanya kesejahteraan masing-

masing individu. 

            Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan mengenai pendirian 

BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah 

tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, 

modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa, 

kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, 

pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta 

pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 
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Pasal 3 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah kebiasaan warga 

masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar 

masyarakat Desa dan bukan semangat nepotisme yang bersifat 

kekerabatan. Dengan demikian BUM Desa dalam melaksanakan 

usahanya mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara 

keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-perseorangan. 

Yang dimaksud dengan “kegotongroyongan” adalah kebiasaan saling 

menolong untuk membangun Desa. 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah tata kelola yang 

dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan 

oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang 

memadai. 

Huruf b 

 Yang dimaksud dengan “terbuka” adalah penyelenggaraan tata 

kelola BUM Desa dapat dipantau publik/masyarakat umum. 

 Data dan informasi pengelolaan BUM Desa mudah diakses serta 

ditampilkan setiap waktu dan kesempatan. 

 Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah BUM Desa 

sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Desa dan segenap 

pelaksananya harus bertanggung jawab kepada masyarakat 

Desa. 

Huruf c 

 Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah memberi peluang 

peran serta masyarakat dalam proses pendirian maupun 

pengelolaan BUM Desa baik dalam bentuk pernyataan maupun 

dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, 

tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut 

memanfaatkan dan menikmati hasilnya. 

Huruf d 

 Yang dimaksud dengan “prioritas sumber daya lokal” adalah 

dalam menjalankan usahanya, BUM Desa harus memanfaatkan 
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sumber daya alam dan sumber daya manusia dari Desa 

setempat. 

Huruf e 

 Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pengembangan 

BUM Desa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

Desa di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi 

Desa di masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Hasil pendaftaran berupa data dan informasi terkait BUM 

Desa/BUM Desa bersama. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
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Pasal 10 

Huruf a 

Kebutuhan masyarakat memperhatikan aspek: 

1. nilai ekonomis dan manfaat atas pengelolaan pelayanan 

umum yang dilakukan; dan 

2. kesesuaian pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan 

kapasitas dan kapabilitas Desa dan/atau Desa-Desa serta 

masyarakat Desa. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “masalah” adalah kesenjangan antara 

kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi faktual 

berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan 

hidup, serta pengetahuan dan teknologi masyarakat. 

Huruf c 

Kelayakan usaha dikaji melalui analisis terhadap kelayakan 

ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan 

keuangan, dan analisis aspek pendukung lain seperti 

ketersediaan dan kemampuan teknologi, ketersediaan dan 

skala sumber daya alam, manusia, sosial, dan budaya. 

Huruf d 

Pendirian BUM Desa harus disertai dengan kejelasan maksud, 

tujuan, rencana layanan, strategi dan tata kelola usaha, 

infrastruktur, struktur organisasi, praktik niaga, serta 

kebijakan dan rencana proses operasional. 

Huruf e 

Pelestarian, keberlanjutan serta perlindungan daya dukung 

kehidupan menjadi dasar bagi BUM Desa/BUM Desa bersama 

untuk mengembangkan secara kreatif Usaha BUM Desa/BUM 

Desa bersama yang berbasis keunikan dan keragaman 

kehidupan masyarakat Desa berdasarkan nilai religi, adat 

istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal. 

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 
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